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PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KARIMUN 
NOMOR   20   TAHUN 2017 

TENTANG 
 

PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN 
MELALUI PROGRAM 

DARI LAPORAN KECAMATAN TERBIT AKTA KEMATIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARIMUN 

 
Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi 

Kependudukan, perlu adanya peningkatan percepatan 
penerbitan akta kematian yang mendekatkan pelayanan 
masyarakat dengan memberikan kemudahan akses dan 
proses pencatatan akta kematian;;  

 

b. bahwa untuk mendukung penyajian data yang akurat 

terkait administrasi kependudukan yang dibutuhkan 
dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Karimun, 

perlu dilakukan peningkatan cakupan kepemilikan akte 
kematian melalui Program Dari Laporan Kecamatan Terbit 
Akta Kematian (Dapor Teraman);  
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan 

Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Melalui Program 
Dari Laporan Kecamatan Terbit Akta Kematian; 

 
 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019);; 
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2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) 

yang diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4634); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduka 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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6.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 

tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam 
Pendaftaran dan Pencatatan Sipil; 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN 

PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA 
KEMATIAN MELALUI PROGRAM DARI LAPORAN 

KECAMATAN TERBIT AKTA KEMATIAN 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karimun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karimun. 

3. Bupati adalah Bupati Karimun. 
4. Instansi Pelaksana adalah Instansi yang menyelenggarakan 

urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
5. Kecamatan adalah Pembagian wilayah administratif di Daerah 

yang membawahi Desa/ Kelurahan. 
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan 

lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga 
yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di 
wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau 
Lurah. 
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